BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- #2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR HK.00.03 - 599 TAHUN 2025
TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu ditetapkan
Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati
Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pencabutan
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Balai Perbenihan Tanaman pada Dinas Pertanian
dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, maka kebutuhan
jabatan dan beban kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan
perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor:
HK.00.03-599 Tahun 2025 tentang Hasil Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja;

bahwa perubahan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

Undang-Undang Nomor S Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1047);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR HK.00.03 - 599 TAHUN 2025
TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN

KERJA.

Mengubah Keputusan Bupati Nomor HK.00.03 - 599 Tahun
2025 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerija.

Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal % Desember 2025
BUPATP

S




LAMPIRAN

XEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- ¥$TAHUN 2025
TANGGAL: 30 DESEMBER 2025

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

! Beban Jumlah
No Nomenklatur Jabatan . Kebutuhan
Kerja .
Pegawat
1 | Kepala Dinas 1290 1
2 | JF Perencana Ahli Madya 1285 1
3 | JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya 2565 2
4 | JF Penyuluh Pertanian Ahli Madya 5030 4
5 JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli 1260 1
Madya
6 | JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya 1264 1
7 | JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya 1530 1
3 JF Pengendali Organisme Penganggu 1495 1
Tumbuhan Ahli Madya
9 | JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya 927 1
JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian
10 Ahli Madya 1820 1
11 |JF Medik Veteriner Ahli Madya 2880 2
12 JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli 9513 o
Madya
13 | Sekretaris Dinas 1265 1
14 JF Analis Keuangan Pusat dan Daecrah/ 1264 1
Analis Keuangan Negara Muda
15 | JF Perencana Ahli Muda 2540 2
16 | JF Perencana Ahli Pertama 2544 2
17 | JF Analis Kebijakan Ahli Pertama 1208 1
18 | JF Pranata Komputer Terampil 1254 1




No

Beban

Jumlah

Nomenklatur Jabatan . Kebutuhan
Kerja .
Pegawai
JF Penata Laksana Barang/ Pengawas
19 { Keuangan Negara Mahir/ Pelaksana 1259 1
Lanjutan
20 JF Penata Laksana Barang/Pengawas 1716 1
Keuangan Negara Terampil/ Pelaksana
21 { JF Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia 1255 1
JF Pranata Hubungan Masyarakat
22 Pelaksana Lanjutan/ Mahir 1292:6 1
JF Pranata Hubungan Masyarakat
23 Pelaksana/ Terampil 2500.5 2
24 | Penelaah Teknis Kebijakan 3792 3
25 | Pengolah Data dan Informasi 2501 2
26 | Pengadministrasi Perkantoran 2507 2
27 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 1254 1
28 | JF Arsiparis Ahli Pertama 1237.5 1
29 | JF Arsiparis Penyelia 1275.16 1
30 | JF Arsiparis Mahir 1267.5 1
31 | JF Arsiparis Terampil 1250 1
32 | Pengolah Data dan Informasi 1252 1
33 | Pengadministrasi Perkantoran 3766 3
34 | Operator Layanan Operasional 1152 1
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan
35 Hortikultura 1260 L
36 JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli 2885 o
Muda
JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli
37 Pertama 3795 3
38 | JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda 1270 1
39 JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli 19253 1

Pertama




Beban

Jumlah

No | Nomenklatur Jabatan - Kebutuhan
Kerja .
Pegawat

JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian

40 Ahli Muda 3380 3
JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian

41 Ahli Pertama 3380 3
JF Pengendali Organisme Pengganggu

42 | Tumbuhan Ahli Muda 2700 2
JF Pengendali Organisme Pengganggu

43 Tumbuhan Ahli Pertama 2694 2
JF Pengendali Organisme Pengganggu

44 Tumbuhan Penyelia 2700 2

45 JF Pengendali Organisme Pengganggu 0504 o
Tumbuhan Pelaksana Lanjutan/ Mahir

46 JF Pengendali Organisme Pengganggu 9532 o
Tumbuhan Pelaksana/ Terampil

47 | Penelaah Teknis Kebijakan 3924 3

48 | Pengelola Layanan Operasional 1440 1

49 | Pengolah Data dan Informasi 1185 1

50 | Kepala Bidang Perkebunan 1101 1
JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian

S1 | Al Muda 1350 1

50 JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli 1233 1
Muda

53 | JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda 2703 2
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli

54 Pe a 2680 2
JF Pengendali Organisme Pengganggu

55 | Tumbuhan Ahti Muda 2502 2
JF Pengendali Organisme Pengganggu

56 Tumbuhan Ahli Pertama 2566 2

57 | Penelaah Teknis Kebijakan 1300 1

58 | Pengelola Layanan Operasional 2580 2

59 | Pengolah Data dan Informasi 1276 1

60 | Pengadministrasi Perkantoran 1254.4 1

61 Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan 1274 1

Hewan




No |

Beban

Jumlah

Nomenklatur Jabatan Kerja Kebutuhgn
Pegawat
62 | JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda 2656 2
63 | JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama 2169 2
64 | JF Medik Veteriner Ahli Muda 2705 2
65 | JF Medik Veteriner Ahli Pertama 2736 2
66 | JF Paramedik Veteriner Penyelia 1185 1
67 ﬁf;nmf%ail;}ziteﬁner Pelaksana 0136 0
68 \;z‘raPIanr;rlnedik Veteriner Pelaksana/ 3831 3
69 | JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda 1136 1
70 | JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 2600 2
71 | Penelaah Teknis Kebijakan 2430 2
72 | Pengolah Data dan Informasi 2544 2
73 | Pengelola Layanan Operasional 1326 1
74 | Pengadministrasi Perkantoran 982 1
75 | Operator Layanan Operasional 1258 1
76 | Kepala Bidang Ketahanan Pangan 1392 1
77 | JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda 3766.5 3
78 | JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama 2703 2
79 LI\I/I Fl‘lgzngawas Mutu Hasil Pertanian Ahli 3768 3
80 g: rf:f::liawas Mutu Hasil Pertanian Ahli 1251 1
81 | Penelaah Teknis Kebijjakan 3790 3
82 | Pengolah Data dan Informasi 3620 3




1 Beban

Jumlah

No | Nomenklatur Jabatan Kerja Kebutuhan
Pegawai

83 | Pengadministrasi Perkantoran 1213 1

84 | Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian 1250 1

85 | JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda 9050 8

86 | JF Penyuluh Pertanian Ahli Pertama 9009 7

87 | JF Penyuluh Pertanian Penyelia 3252 2

88 | JF Penyuluh Pertanian Mahir 11647 10
89 | JF Penyuluh Pertanian Terampil 7956 6

90 | JF Penyuluh Pertanian Pemula 12540 10
91 | JF Pranata Komputer Ahli Pertama 1250 1

92 | Pengolah Data dan Informasi 1531 1

93 | Pengelola Layanan Operasional 1630 1

94 | Pengadministrasi Perkantoran 877.2 1




